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PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2020/PA.Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir, 20 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan karyawan alat berat di PT, bertempat tinggal di
Kabupaten Seluma, sebagai PEMOHON;
melawan
TERMOHON, tanggal lahir, 29 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten
Seluma, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September
2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 185/Pdt.G/2020/PA.Tas,

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,
menikah pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2013 sebagaiman
tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN
tanggal 19 Agustus 2020;
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2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah
bergaul sebagai suami isteri, akan tetapi belum di karuniai seorang
anak;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seluma,
sampai akhirnya berpisabh;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon
pada mulanya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun,
kemudian sejak bulan Juli tahun 2014 sering terjadi pertengkaran
dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak
rukun dan harmonis disebabkan karena:

a. Termohon suka melawan dan membantah perkataan Pemohon;
b. Termohon keras kepala;
c. Termohon selingkuh dengan pria lain;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak
bulan September tahun 2014, selama berpisah Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan
Termohon telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun 6 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha berupaya mendamaikan
Pemohon dan Terrmohon, namun tidak berhasil merukunkan
keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan
Termohon;

8. Bahwa, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan
rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai
walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan memberkan putusan sebagai
berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDER :

Apabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
hadir secara in person menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon
tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya
itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tais
sebanyak dua kali;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati dan berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar
dan bersatu kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon
tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat
permohonannya dengan tetap mempertahankan isi surat permohonannya

dengan perubahan yang telah tercatat dalam berita acara sidang a quo;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,
Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Termohon atas dalil permohonan
Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan karena
perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan
pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK NOTP atas nama Pemohon yang

aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Seluma, tanggal 21
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Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang aslinya
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kabupaten Seluma, tanggal 19 Agustus 2020. Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah
cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah
pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Seluma sampai berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena Termohon suka melawan dan
membantah perkataan Pemohon dan berselingkuh;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah
telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang
tidak pernah kembali bersatu lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, upaya perdamaian sudah dilakukan
namun Termohon tidak mau saat diajak Pemohon untuk Bersatu
lagi;

2. Saksi Il, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan
tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan
mengenal Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah
pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2017;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum
memiliki anak;

- Bahwa sepengetetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di
Seluma, sampai berpisah;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan
Termohon awalnya rukun namun kemudian sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat sendiri karena
Termohon keras dan suka melawan Pemohon serta selingkuh;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai
sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, upaya perdamaian sudah dilakukan
akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi saat
diajak rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon
menyatakan menerima sedangkan Termohon tidak dapat didengar
keterangannya;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang
pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon agar segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala
yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a
quo, ternyata perkara ini diajukan oleh pihak yang beragama Islam atau
peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak yang
beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Tais berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

sebagai kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 13 Februari 2013 (sebagaimana dikuatkan dengan
bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi dari akta otentik bermeterai cukup
dan telah sesuai dengan aslinya dan Majelis menilai bahwa bukti P.2 tersebut
mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan
perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka secara legal
standing Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di
Pengadilan Agama Tais sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang datang
menghadap in person ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya
itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan
resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus
dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan cerai talak Pemohon pada
pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama
lebih dari 1 tahun hingga saaat ini tidak pernah Bersatu kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 6 dari 12 halaman Put No. 185/Pdt.G/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan tentang identitas keislaman dan tempat tinggal
Pemohon. Bukiti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak
hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang
merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 2013 tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma. Bukti tersebut
tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah
dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga antara Pemohon dan
Termohon telah hidup berpisah selama lebih kurang 6 tahun dan tidak pernah
Kembali lagi, sementara upaya untuk mendamaikan sudah dilakukan namun
tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian
antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun di
persidangan karena Termohon tidak lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.1, P.2,
serta saksi-saksi di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu

pernikahan yang sah, belum dikaruniai anak;
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2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah
tidak harmonis;

3. Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan
Termohon disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus karena Termohon keras kepala dan suka melawan serta
berselingkuh;

4. Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak lebih kurang 6
tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah Bersatu lagi;

5. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan
namun tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, dan menurut Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan
perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tenteram
dengan diliputi oleh cinta dan kasih sayang antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada
yang lain;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri
tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, di mana
suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi
isterinya dan memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuannya,
sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya,
mendengarkan nasehat dari suaminya, dan menyediakan segala keperluan
suaminya sesuai kemampuannya, tetapi pada kenyataannya antara Pemohon
dan Termohon tetap dalam keadaan hidup berpisah tanpa menunaikan hak dan
kewajiban satu sama lain layaknya pasangan suami isVonydalam sebuah

rumah tangga;
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Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat
dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak
sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan vyaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana
yang dikehendaki oleh AL-Quran Surah AR-Rum ayat 21, yaitu membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya Majelis
Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya
menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh,
hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan
madharat yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari’at
Islam mengajarkan agar menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan dari
pada menarik maslahat (kebaikan), sebagaimana kaidah fikih berikut:

cladl il e aaie duliall ¢y
Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak
kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak
dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya
Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an
surah Al-Baqgarah, ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: “Dan jika mereka ber‘azam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan
perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankan
rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-

hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
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bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan
Pemohon sebagaimana petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 dikabulkan
dengan memedomani ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap ke persidangan , tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tais yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23
September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriyah,
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oleh kami Ramadaniar, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah,
S.H.l,, MH. Dan Sudiliharti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota dan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.HI. sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.l., MH. Ramadaniar, S.HI., M.H.
Hakim Anggota,
Sudiliharti, S.HI

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.Hl.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
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2. Pemberkasan  Rp. 75.000,-
3. Panggilan Rp. 520.000,-
4. PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 671.000,-( enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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